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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN UNTUK

Menimbang

Mengingat

DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

. PROVINSI JAWA TENGAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH,

: a.bahwa Rancangan Ferzturan Daerah Provinsi Jawa

Tengah tentang Penye'¢nggarean Perhubungan telah
selesai dibahas oleh Komisi D Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah,;

.bahwa sesuai ketentuan Pasal 241 ayat (1) dan Pasal

242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daeralh sebagaimana telah
diubah beberapa keaii terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang, Pembzhasan Rancangan Peraturan
Daerah cdilakukan olelh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah bersama Kep:zla Daerah untuk mendapat
persetujuen bersamea selanjutriyya disampaikan oleh
Pimpinan Dewan Perwaikilan Rakyat Daerah kepada
Kepala Dacrah untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Daerah:

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan nurui b, perlu menetapkan
Keputusan Dewan rerwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Tengah  tentang  Persetujuan
Rancangar Peraturan Deerah Provinsi Jawa Tengah
Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Untuk
Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah; :

. Undang-Undang Ncmor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
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sebagaimana telah diuhbah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Unaang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintanan Daerah {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beoberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan P:raturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesiz  Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841},

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2C23 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6867);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerain Provinsi, Kabupaten dan Kota.
(Lembaran Negara Repuolik [ndonesia Tahun 2018
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 61<7};

. Peraturan Presidenn Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanzan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Permnbentukan Peraturan
Perundang-undangarn (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nuraor 199);

"

. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8
Tahun 20253 tentang Tata Cara Pembentukan
Pembentukan Produ< Hukum Daerah (Lembaran
Daeran Provinsi Javwa Yengah Tahun 2023 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Provins: Jawa Tengah
Nomor 150},

. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12
Tanun 2024 tentaryg Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah ©rovinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2025 (Lemiberan Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2024 Nomor 12),
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8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor
13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Perhubungan
Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

KEDUA . Menyampaikan Keputusan ini kepada Gubernur Jawa
Tengah untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan
Daerah.

KETIGA - . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Mei 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH
Wakil Ketua

SARIF ABDILLAH
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Pasal 258

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal ...
GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI
Diundangkan di Semarang
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
WAKIL KETUA,

/ . SARIMBDILLAH
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